
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 45 / 500 / TAHUN 2026

IENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUF-

PEMBERIAN SANKSI KEPADA USAHA FANGKALAN MINYAK TANAH YANG

MELAKUI{AN PETANGGARAN TERHADAF DiS?RIBUSI L{INYAK TANAF{

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang a. bahwa untuk menjamin ketertiban, pengawasan, dan

kepastian hukum dalam pendistribusian minyak tanah.

perlu aelan3'a standar operasional prosedur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang*undangan;

bahrva beria*arkan pert.imbangan setiagair::ena

elimaksud daiam huruf a, perlu menetapkan Keputusatl

Eupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberi.an

Sanksi kepacla Usaha Pangkalan Minyak Tanah ],ang
Melakukan Felanggaran terhadap Distritrusi Minyak
Tanah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor ZJ Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun z0L4 Nomor- 244, Tambahan l,embaran
Negara Reputrlik Inclonesia Nomor= ssgzi setragaima.na
telah beberapa kaii ciiui:ah terakhir elengan urdarig-
Undang Nomor 6 Tahun Z02S tentang penetapan

Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor
2 Tahun 2o2z tentang cipta Kerja menjadi undang-
undang ilembaran Negara Republik in.donesia Tah.un
2423 Nomor 41, TamLrahan rembaran Negara Repuiriik
Indonesia Nomor 6g56);

2. undang*unelang Nomor 1r Tahur: g02s tentang
Kabupaten Kepulauar: sangihe di provinsi sulawesi utara
(Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun zags
Nom.or 132, Tambahan Lembaran

Ts

\l
\
i

\
il
I
i

t

Indonesia Nomor Z lZZl; | \
Negara Republik



-2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2Ot4 tentang

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ar4 Nomor 399) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden

Nomor 117 Tahun 2o21 tentang perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun z0l4 tentang
Penyediaan, pendistribusian dan Harga Juar Eceran
Bahan Bakar Minyak {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOZL Nomor 2g4);

5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara cian
Reformasi Birokrasi Nomor 3s rahun 2oL2 tentang
Pedoman penyusunan standar operasionar prosedur
Administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 6a\;

6' Keputusan Bupati Nomor rg4/soa/Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim pengawas penyaluran Jenis Bahan
Bakar Min3-ak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Miny.ak
Khusus penugasan di Kabupaten Kepulauan sangihe,
sebagaimana tetah diubah dengan Keputusan Bupati
Nomor 24,l,aolrahun 2024 tentang perubahan atas
Keputusan Bupati Nomor 1g4/ 50a/Tahun 2022tentang
Pembentukan Tim penga\^,as pen-1,aluran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus penugasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Keputusan Bupati Nomor 262/500/ Tahun 2I2ltentang
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Min;,a1r Tanah diKabupaten Kepulauan Sangi n*, )y l,

7



Menetapkan

KESATU

KEDUA

a-.) -

MEMUTUSIC{N:

Standar Operasional Prosedur Pemberian Sanksi Kepada Usaha

Pangkalan Minyak Tanah yang Melakukan Pelanggaran

terhadap Distribusi Minyak Tanah, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4q

Ditetaphan di Tahuna

pada tanggal 23 Januari 2026

BUPA?I KEFULAUAN SANGIHE,

MI GARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4s / 500 / TAHUN 2A26

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN

SANKSI KEPADA USAHA PANGKALAN MINYAK

TANAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH

STANDAR OPERASiONAL PROSEDUR

PEMBERIAN SANKSI KEPADA USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH YANG

MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP DISTRIBUSI MINYAK TANAH

1. TUJUAN
G _1_ _ __-: _- -:Sebagai pedoinaii dalain pei::beriaii sanksi tei"hadap usalia pangkalaii nriii.vak

tanah -vang melakukan peianggaran, guna menjamin penyaluran minyak

tanah tepat sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

1I. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini mengatur:

1. jenis pelanggaran dan sanksi

2. tata cara pemeriksaan

3. tata cara pemberian sanksi

1II. JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

III. 1. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

a. tidak memasang papan nama pangkalan yang mencantumkaa

harga resmi;

b. tidak melayani konsumen sesuai jam operasional;

c. administrasi penjr-ralan tidak tertrb (tidak membuat laporan);

d. tidak mencatat dalam buku penyaluranllogbook; dan

e. tidak rnenjaga kebersihan dan keselamatan tempat usaha.

d. Menggunakan satu lokasi untuk lebih dari 1 (satu) pangkalan
2. Pelanggaran Sedang

a. tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITUi yang masih
berlaku;

h, menjual rninyak tanah kepada pihak yang tidak i:erha-k {misaln3,a
bukan rumah tangga sasaran);

c. menSrimpan stok melebihi batas rvaktu yang ditentukan;
d. tidak melaporkan perubahan identitas pangkalan kepad,a agen

atau dinas terkait; U*{
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e.tidakmelayanikonsumentetap/terdaftarsesuairvaktu}'ang
ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku;

3. Peianggaran Berat

a'menjualminyaktanahcliatashargaecerantertinggi;

b. rnenyelewengkan pasakan ke pi.hak industri atau pengeeer tirlak

resmi;

c.pemalsuand"atapenerimaanlpengirimanminyaktanah;

d'terl"ibatdalampraktikpenimbunanat,aupengalihanBBM
bersubsidi untuk kepentingan pritradi;

e. memalsukan data/dokumen penyaluran; dan

f.tidakberoperasitebihdari3bulantanpaizin.
g. mengirim/membaw,a minyak tanah ke luar r+'i1a5"ah Kabupaten

Kepulauan $angihe '

h. menjual minyak tanah keluar wilavah Kabupaten Kepulauan

Sangihe

iiI.I JENIS SANKSI

1. Untuk Pelanggaran Ringan

a). Teguran Lisan

b). Surat Peringatan 1

?. Untuk Pelanggaran Ringan

a). Surat Peringatan 1I

b). Pembekuan ijin atau pengl:entian sementara aktivitas

operasional pangkalan minyak tanah dan dikeloia sen:entara aleh

pemerintah setempat.

3. Untuk Pelanggaran Berat

a). pemutusar: Hubungan Usaha; dan

tr]. sanksi pidana.

Sanksi diberikan secara bertahap, kecuali untuk peianggaran berat
yang dapat langsung dikenakan sanksi tegas.

i\T. TATA CAR,A PEMERIKSAAN

Adapun Tata eara Pemeriksaan kepada Pangkalan Minyak Tanah adaiah
sel:agai berikut :

1. Fenerimaan lnformasi

Tim Penga\^ras menerima informasi dugaan pelanggaran )iang berasal dari
berbagai sumber seperti :

a) Laporan Tertulis Masyarakat.

b) PengaduanLa"ngsung.

c) Laporan melalui media sssial. 4



-3-

d) informasi dari media massa

e) Hasil Pengawasan rutin Tim Pengawas

2. PersiapanPemeriksaan

Persiapan pemeriksaan Pangkalan Minyak Tanah adalah sebagai berikut:

a) Menerbitkan Surat Tugas"

b) Menunjuk tim pemeriksa.

c) Menyiapkan data distribusi dan ketentuan yang berlaku tentang

pendistribusian Miny'ak Tanah.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

a) Tahap Penerimaan Laporan

b) Tahap Telaah Laporan.

ci Pemanggilan Pemilik/ Pengelola Pangkaian

d) Pen:eriksaan Lapangan"

e) Anal.isis dan Penetapan Pelanggaran

Pelaksanaan Pemeriksaan dapat diuraikan sebagai trerikut :

1. Tahap Penerimaan Laporan

a. Sumber Laporan

Laporan dugaan pelanggaran oleh pangkaian miny-ak tanah

clapat berasal clari:

U Laporan tertuli* masyarakat;

2) Pengad.uanlangsung;

3) Laporan melalui media sosial;

4) Infcrmasi dari media ma-ssa;

5) Hasil pengawasan rutin Tim Pengawas.

b. Registrasi Laporan

i) Setiap laporan yang diterima dicatat dalam buku register"

pengaduan.

2j Laporan melalui media sosial dilahukan dokumenta*i {arsip

digital).

3l identitas pelapor dieatai apabila tersedia.

2. Tahap Telaatr Laporan

Setelah laporan diterima, Tim Pengarvas pada Bagian Perekonamian

meiakukan:

a) Verifikasi awal terhadap kebenaran informasi.

b) Penelaahan substansi laporan.

c) Pengumpulan data pendukung Surat Ij
riwayat pelanggaran, kuota distribusi, d1q

1n

4

Tempat Usaha (SITU),
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Hasil telaah d.ituangkan dalam Telaah, yang memuat:

a) Ringkasan laPoranl

b) Dugaan jenis Pelanggaran;

e) Rekomendasi tindak lanjut {klarifika*i atau pemeriksaan lapangan}'

pemanggilan FemiliklPengelcla Pangkalan h'erclasarkan hasil telaah' 1"itt'l

'rimkan:
Pengauras mengl

a) SuratUndanganKiarifikasikepadapemiiiklpengelala
pangkaiat:

min-vak tanah.

bi $urat memllat waktu, tempat, dan materi klarifikasi'

Pada saat klarifikasi:

a) pemiliklpengelola diberikan kesempatan menjelaskan dugaan

pelanggaran.

b) Dapat diminta rnembawa dokumen pendu.kung (Surat Ijin Tempat

Usaha (SITU), Log Book, bukti penjualan'

c) F{asii klarifikasi dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan

ditandatangani Para Pihak-

Pemeriksaan Lapangan

Apabila hasii klarifikasi i:elum memad.ai atau terdapat indikasi kuat

peianggaran, Tim Pengau'as melakukan pemeriksaan lapangan -vang

meliputi:

a. Pemeriksaan Administratif

1) Izin usaha pangkalan.

2) Perjanjian dengan agen/distributor-

3i Pencatatan stok dan distribusi.

4l Flarga jual sesuai HET.

h. Pemeriksaan Fisik

1) Kesesuaian stok fisik dengan pembukuan.

2) Sarana penyimpanan.

3) Penyaluran kepada konsumen yang berhak.

c. Pendokumentasian

1) Foto, video, dan catatan temuan.

2l Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan [BAP].

Analisis dan Penetapan Pelanggaran

a. Tim Pengalva$ melakukan rapat/ mustax,arah yang dihadiri .-:lei:

Pemerintah Setempat, Pelapor, Pemilik Pangkalan. Agen Pangkalan

+

6+
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Minyak Tanah untuk:
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1}Menganalisishasilklarifikasidanperneriksaan'

2j Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran'

3) Mengklasifikasikan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat)'

4) Menetapkan pemberian sanksi kepada usaha pangkalan minyak

tanah

b. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)'

TATA CARA PEMERiAN SANKSI

Pemberian sanksi kepada pangkaian miny-ak tanah diiaksanakan

berd.asarkan tata cara sebagai Lrerikut

1. " Menetapka.r: Dasar Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan berdasarkan:

a" Hasil per:reriksaan clan Berita Acara Pemeriksaa* iBAF]'

b. Ketentuan peraturan perund,ang-undallgan yang berlaku.

c. Ketentuan distribusi BBM bersubsidi sesuai regulasi Badan Pengatur

Hilir Minyak dan Gas Bumi.

2. Mengidentifikasi dan Klasifikasi Pelanggaran

Tim pengawas mengklasifikasikan pelanggaran menjadi:

a. Pelanggaran Ringan (administratif).

b" Pelanggaran Sedang (melanggar ketentuan hargal administrasi)

c. Pelanggaran Berat (penimbunarl, pen5.eleu'engan, distribusi,

pengurangan volume)

3. Melaksanakan Tahapan Pemberian Sanksi

V.1" TAHAFAI}{ PEMERIAN SANKSI

A. Tahapan pemberian Sanksi Ringan yakni :

1. Teguran Lisan

Tegnran lisan diberikan oleh pejabat treru.'enang kepada pengelcl*.

pangkalan minyak tanah, disertai penjelasan merigenai bentuk
pelanggaran dan kewajiban Pemilik Pangkalan Minyak Tanah
untuk melakukan perbaikan dan diberikan batas u,aktu 30 hari/
L bulan untuk melakukan perbaikan.

?. Surat Feringatan I

Diberikan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan setelah
teguran lisan Lidak dilakukan perbaikan.

a. memuat uraian pelanggaran yang diiakukan.
b. memuat perintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka

rnaktu tertentu.
I

e . memuat pemtrinaan dan pengawasan lanjur* t
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3. Monitoring dan Evaluasi

a. dilakukan pemeriksaan ulang setelah batas rn'aktu

perbaikan berakhir.

t). apabila kervajiban telah dipenuhi, maka proses sanksi

din-vatakan selesai.

c. apabila tidak dipenuhi, maka dapat ditingkatkan ke tahapan

sanksi berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tahapan pemberian Sanksi Sedang yakni :

Sanksi sedang dikenakan terhadap pelanggaran -!'ang

fuerdampak pada ketertitran distribusi, kepatuhan aciministratif, atau

pela3.anan kepada masvarakat" serta tidak diperbaiki setelah

dikenakan sanksi ringan.

1. Evaiuasi dan Perneriksaan Lanjutan

a" Dilakukan pemeriksaan uiang oleh pejabat/instansi

berwenang atas ketidakpatuhan setelah sanksi ringan

diberikan.

b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.

c. Pangkalan diberikan kesempatan untuk memberikan

klarifikasi.

2. S'*rat Feringatan Ii

a. Diberikan seeara tertulis kepada pengeiola pangkalan.

b. h4emuat uraian pelanggaran dan hasil evaluasi sebelumnya.

C. Menetapkan batas r+'aktu tertentu untuk melakuka.n

perbaikan.

d. Disertai pernvataan bahwa apabila tidak dipatuhi akan

dikenakan sanksi yang lebih berat.

3. Pembekuanlzindan/atau Penghentian Sernentara Operasional

a. Diberlakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan

tidak dilakukan Perbaikan.

b. Selama masa pernbekua.n, pangkalan miny2ft tanah dikeloia

sementara oleh pemerintah setempat sekaligus melal<ukan

pengawasan $ecara ketat terhadap penyaluran minyak

tanah pada par:gkalan.

c. Pembekuan izin dan/atau penghentian sementara, aktivitas

operasional

berwenang.

ditetapkan melalui keputusan pejabat

+
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d. Pangkalan Minyak Tanah dialihkan kepada masyarakat

setempatyangdirasamampudanmemenuhis5raratuntrjk
mengeioia pangkalan minyak tanah"

4. Monitoring dan Bvaluasi

a.Dilakukanpengawasanselamamasapembekuan.
b. ApaLrila kernajiban telah dipenuhi, tzirr dapat diaktifkan

kembali.

c. Apabila tetap tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan

menjadi sanksi berat'

C. Tahapan Femtrerian Sanksi Herat yakni :

sank*i berat dikenakan terhadap pelanggaran ]'ang

meniml:ulkan kerugian masvarakat, menggarlggu distrihusi'

metranggar ketentuan hukurn, atau dilakukan Secara sengaja

dan/atau berulang.

1. Pemeriksaan dan Klarifikasi

a. Di.lakukan pemeriksaan oleh pejaba"tfinstansi ben'r'egang

atas dugaan Peianggaran berat.

b. Pengelola pangkalan ditrerikan kesempatan untl-ik

memberikan klarifikasi atau pembeiaan'

c. Hasil pemeriksaar: dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan {BAP).

?. Penetapan Pelanggaran Berat

a-= Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditetapkan bahe'a

pelanggaran termasuk kategori berat.

b. Penetapan disampaikan secara tertulis kepada pengelola

pangkalan.

3. Fengenaan Sanksi Administratif

a. Pemutusan Hubungan Usaha; dan/atau

tl" Pencabutan izin usaha pangkalan miny"ak tanaLr.

c. Fangkalan &{inyak Tanah dialihkan kepada masyare-ka*t

setempat yang dirasa mampu dan memenuhi syarat untuk
mengelola pangkalan minyak tanah.

4. Proses Hukum

a. Apabiia pelangg*.r-a* mengar:dung Llrrsur tindak pidana,

maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Lr. Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketent,,ran

peraturan perundang-undangan J, ailg berlaku. .f
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Sanksi berat dapat dikenakan secara langsung tanpa melalui tahapan

sanksi ringan maupun sedang apabila pelanggaran bersifat serius,

disengaja, atau menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan/atau

negara.

IV. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur ini digunakan sebagai acuan

penga\,,asan dan penindakan terhadap pangkalan minyak tanah

resmi

1

dalam
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soP

Rerrisi

Disahkan Oleh BUPATI KEPULAUAN SA}IGIHE

PEIUERII{TAII ITABUP.ATEIY KEPTII'AIIAIIT SAIqSIHE

USAHATERHADAP MIIIYAKPAITGKALATI TAIIAH DANRINGA]I[sAl{XSIPSU[tsPRISN {sAIrI{SIPROSEE}I'ROPERASIOilALSTANDAR
I{uatillkael Pelaksana

Dasar }lulrum 1 Mernahami perattlr an perundang-rtndamgan

2 lt4asuk daiam stluktur Tirn Pengawasar Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minl'ak Tertentll
dan Jenis tsahari Baka'Minyak Khusus Penugasan

Pemelintahan
ilil;;;; Bupati Nomor 245/500,/Tahu,r 2024 tentang Femlrcntulteir: Tirn Pengawas

r"iy"t.r.^..1".,is BaLhan Rakar.Mirryak T(rtentu dan .)enis L3al:an Eak*Ir Minyak l(husus5

1

danPenclis L-ribusian42419 I\rriyerJiaari.tentangTahunNomorPresidenPeraturan
Bakar'Elahan MinyakEceranualJHarga

35Nomor'Birohrasil?eforrnasidarlNegiaraAparaturPendayagunaamMentedPeraturan AdnrinistrasiPros*dr;r'Standar {lFerasionalPedoman Penl usuna.n2 teniang201Tahun

Peralota[
Neterkalte,r

Kamera

1. Surat Pemohon

Lembar Disposisi

3. SuratTugas
4. Komputer

SOP Penerbitan Rekomendasi BEIM

Pefcatatan darr Peudataan

Diarsipkarr Pada Bagian Perekonotrizrn Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam
bentuk data elektrcnik dan data tnarualPangkalan Minyak Tanah .varrg terbr-rkti mela kukan pelzurggamn dike"nakan

jenis pelanggatan.

sanksi sesuai

1
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$TAHnAR $p&RA$IOt{At, pROSEUUR tSOp}

PEMBEnIAI{ SJII(HSI nIHGAH/ SEDAI{&
TERI{ANAP USAHA PA!{GT(ALAT{ AffiWYAH TATT,Mil

NO KIG.IATAN

PELAK$AI{A ilil{flrTJ AAKU

KETERANGAN

Agen
Pangkalan

Mlnyak
Tanah

Tim
Fengawa*au

BUPATI PHITI(}H$t{ KELEI{GKAPAIT sr.sI(TU OUTPUT

1

Tr[:ln Fengawas menerima laporan
terhadap pelanggaran yaflg rlilakukan
otrt-'h Usaha Pangkalan Minyak Tanah

t nterait

Laporan berupa : Laporan
tertulis , Pengadrran
l,angsr-rng, Laporan Medsos,
Inlbrmasi dari merlia masa,
h;esii pengawasan rutin'I'im
Pengarnas

2
Bupati memberikan disposisi untuk
Laporan l"ertulis

YA

TiMAK

2 Menit

3
Trirn Pnngal,i,as meiakr.rkan pemeriksaan
terhadap Laporan yang mersuk

Surartr Feniratatr
'T*ugas ! I\,lerait

4
Tim Penga.rvas mengklarifikasi dengan
pelapor tentang pelanggaran yang
dilaporkan

1 Flari

5
Ti.m Pengaw'as melakukan lrerner"iksaan
ditrapangan

I i'Iari Laporan,/
Telaale St.af

6
Ttm pengar,vas melakukan musvawarah
untuk menr:tapkan jenis pelanggaran

}'ang dilakukan
2I\,Ienit

Rerita Ar:ara
dan
Dokun-rer-ita.si

7
Trirn Pengalvas mcrnherika.n teguran lisan
kepada pemilik usaha. Pangkaian Minvak
Tanah

__l 1[trari

+
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3{.} hia,rl

Fan6gk;*1a.n lVliny5{a Tanah.
aliherikam kesernpatan 1

hi*tralr r-lntuk meiakukan
p*rbatlkan

t}

Penri.li.k Fangkaian Minyak T'at"rah

rl iheritr;+ue kesempatan unf'ult fir*iatrc ukan

parhail+a:r (selama 30 irari)

3fl l:lrari

rtalam waktu I bulara
bisa rnem perbaiki kesalal-lan
Pallgkalan Min5raft Tanah
tidak dikr:nakan sanksi
Surat Peringatan 1 (SP1)

n&rnun airabila masih
knrla.pratan melakukan
penanggaran diberikan Su rat
Perir-rgatan Pertama (SP1[

Fen:ilik {Jsaha Pangkalan Minyak'1"a nah

rliheriknn Surat Peringat*eu l(eclua i P1}CI

1 }-fueri

Lvaluasi terhadap
PangLiala.n Minyak Tanah
setr:lah rli.berikan waktu 30
lrari jil*a {idak melakrikan
perbail*an maka dilanjutkmn
ke siaml<st seclang yaitu
pernhe,nia n Surat Peringatii.n
2 (Sr]21
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STANDAR OPtrRASIOI{AL PROSEDUR PEMBERIAN SAnKST TERHADAP USAHA PAI{GIiA,LAIY MMYATi TAITAH (SA}IKSI BERAT)

Daser Hukur Kuallflkael Pelakeana
1 Pelaturan Presiden Nomor 191 Tahun 2CI14 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Talr:rwn 2012 tentang Pedoman Penyrsunan $tandar Operasional Prosedur Administrasi
Pernerintahan

3 Keputusan Bupati Nomor 2a5/s0o/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas
Penyaiuran Jenis Bahsm Bakar Minyak Tertefltu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Pelusasm

L Memahami peraturafl. perundaog-undangan
2 Masuk dalam struktur Tim Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

dan Jenis Bah.an Bakar Minyak Khusus Penugasan

Keterkaltan Poralatar / Perlengkapan

SOP Penerbitan Rekomendasi BBM 1. Surat Pemohon

2. Lembar Disposisi

3. Surat Tugas

4. Komputer
5, Kamerar

Porlngataa Pencatatan dar Pendataan

Pangkalan Minyak Tanah yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai
jenis irelanggaran,

Diarsipkan Pada Bagian Perekonornian Sekretariat Daerah Kabupaten Kr:pulauan Sangihe dalam
bentuk data el.ektronik dan data rnanual
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STANDAR OPEBASIO$Ar, PROSEDUR {SOP}

PEMBERIAI{ SAfiI(SI BERAT

TTRTIADAP USAIIA PAfiGI(ALAI{ ilil[YAK TAIIAII

2 MenitSurat Laporan PeLanggaran,
Dokumentasi Foto1

Pemohon menyampaikan $urat tertnlis
kepada Bupati mengenai laPoran
pelanggaran yang dilakukan oleh Usaha

Pangkalan MinYak Tareah.

2 Menit
TIDAK Lembar Disposisi Surat

YA

2

Bupati memberikan disposisi atas surat
pemohon terkait laPoran dugaan
pelanggaran pangkalan minyak tanah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Hasil monitoring akan
menentukan jenis Pelanggaran
yang dilakukan yaitu I Ringan,
Sedang dan Berat.

1 HariSurat Laporan Pelanggaran,
Dokumentasi Foto3

Tim Pengawasan melakukan monitoring di
lapangan berdasarkan laporan masyarakat
serta menerrtukan jenis pelanggaral yang
dilakukan.

Telah ditetapkan adanya
pelanggaran berat yang
dilakukan oleh Pangkalan
MinyakTanah.

Tim Pengawasan menJrusun laporan atau
telaatran hasil monitoring kepada Bupati
serta menyerahkan kasus tersebut kepada
Aparzlt Penegak Hukum untuk
ditindaklanjuti'
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$anksi yang diberikan adalah
Pemutusan Hubungan Usaha
(PHU) dan Sanksi PidanaPangkalan minyak tanah dikenakan sanksi.5

BUPATI KtrPULAUAN SANGIHE

MI

OU?PUT

#'{,.ilH.!;i

PEMOTION KELEITGI(APAI{Tim
Penganras

Pangkalan

t--

__l


